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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan praktik bagi hasil antara 

pemilik dan pengelola kebun melon di Desa Ratu Abung secara hukum Islam. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian 

yang turun langsung ke lapangan dan melihat yang sebenarnya terjadi. Selain 

penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (library 

reseach) yaitu sebagai acuan literatur yang berkaitan dengan permasalahan di 

dalam penelitian ini. permasalah dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana praktik 

bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun melon di Desa Ratu Abung, 

2.Bagaimana tinjauan hukum islam tentang bagi hasil antara pemilik dan 

pengelola kebun melon di Desa Ratu Abung. Tujuan skripsi ini untuk 

mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan kebun 

melon di Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

dan mendeskripsikan praktik bagi hasil pengelolaan kebun melon di Desa Ratu 

Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

Penulis memutuskan untuk memakai metode pengumpulan data dengan cara 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari data primer atau 

yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dan data sekunder yaitu dari 

perpustakaan atau hasil laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data 

sekunder dalam penelitian ini menjadi literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil kebun melon 

yaitu kerjasama yang belum sesuai dengan syari’at Islam, karena akad yang 

dilaksanakan yaitu akad lisan serta jangka waktu yang tidak ditentukan. Dalam 

Islam, menganjurkan jika bermu’amalah secara tunai dalam waktu yang ditentukan 

hendaknya ditulis serta Islam pula menjelaskan bahwa usaha dan sejenisnya harus 

mempunyai jangka waktu yang ditentukan dalam arti suatu perjanjian harus ada 

batasan waktunya. 

Kata kunci: Tinjauan, Hukum, praktik bagi hasil 
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MOTTO 
ٓ  ىٰاَجَلٍٰمُّسَمِّىٰفاَكْتبُُ وْهُٰٓ  اٰاذَِاٰتَدَايَ نْتُمْٰبِدَيْنٍٰاِلٰ ٓ  ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْٰٓ  يٰ   

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 

untuk waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. 

(Q.S. Al Baqarah : 282) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, 

terlebih dahulu penulis akan menguraikan arti dari pada istilah yang 

terdapat pada judul skripsi ini, yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Kebun Melon Studi di 

Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara”, 

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi interpretasi terhadap 

pemaknaan judul dari berbagai istilah yang digunakan, disamping langkah 

ini merupakan sistem penajaman terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas, antara lain: 

1. Tinjauan 

 Tinjauan yaitu hasil meninjau: pandangan: pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
1
 Tinjauan juga merupakan 

pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, 

pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
1

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1529. 
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2. Hukum Islam 

 Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. 

Yaitu Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan 

hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.
2
 

3. Sistem 

 Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani 

(sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen
2
 

yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, 

materi atau energi. 

 Menurut W. Gerald Cole, sistem adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai 

dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu 

kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.
 

 Menurut Steven A. Moscow, sistem adalah suatu kesatuan (entity) 

yang terdiri dari bagian-bagian (disebut sub-sistem) yang saling 

berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
3
 

4. Bagi Hasil 

 Bagi hasil adalah akad antara dua pihak (orang) saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pemilik 

lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan da ri 

                                                           
2
 Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta, Laboratorium Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), h. 2 
3
 Dra. Indrayati, MSA.,Ak.,CA, Sistem Informasi Akuntansi, (Malang, Aditya Media Publishing, 

2015), h.13 
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keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat 

yang telah ditentukan
4
 

5. Pengelola 

 Pengelola menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu 

pengusaha; pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah; dalam 

mazhab Syafi‟I disebut amil.
5 

 Pengelola memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda 

sehingga pengelola dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, 

atau semua benda dan segala yangdibendakan. 

 Berdasarkan istilah-istilah yang dikemukakan di atas, maka yang 

dimaksud judul dalam proposal ini adalah sebuah kajian yang akan 

memfokuskan kepada “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi 

Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Kebun Melon (Studi di Desa Ratu 

Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara). 

B. Latar Belakang Masalah 

Bagi Hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan 

dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja 

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan.
6 

Dalam Islam yang terkombinasi seperti halnya ibadah dan 

muamalah mengarah pada produksi dalam berbagai hal aktifitas misalnya 

                                                           
4 Antonio, Muhammad Syafi‟i, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Perss, 

2001), h. 96. 
5 iswachyu Dhaniarti et al.,“Enterpreneurship Education in Islamic Community: Its Applicationin 

Human Resource Planning and Development Course”(n.d) 
6
 Emily Nur Saidy Ilman, Implementasi al musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di 

Desa Kambo Toli-Toli,(Laa Maysir Vol. 6 no.1), h. 17 
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perdagangan, perindustrian, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. 

Semua pekerjaan termasuk ibadah dan dalam melakukan ini dengan 

konsisten sebagai muslim yang harus mentaati hukum syara‟. Serta 

dalam pola  membutuhkan kerjasama seperti halnya berupa tenaga dan 

benda untuk mewujudkan rasa kebersamaaan. Kerjasama diterapkan untuk 

menyediakan sarana, tenaga dan pihak lainnya sebagai penyedia modal, 

biaya ataupun sarana. Kemitraan dalam  merupakan salah satu solusi untuk 

pemanfaatan ladang pertanian untuk membendung tingkah laku moral, 

spititual dan mengurangi kesombongan sosial budaya dengan menerapkan 

nilai-nilai Islam. 

Terdapat banyak jenis kerjasama dalam Islam salah satunya, yaitu 

merupakan kerjasama mengolah lahan pertanian antara pemilik dengan 

penggarap, dengan pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang yang 

menggarap untuk dirawat dan ditanami dan benihnya dari pemilik tanah 

sebagai upahnya dengan bagi hasil atas panenan yang diperoleh dengan 

presentase tertentu.
7
 Sehingga dalam Islam akad  ini hukumnya 

diperbolehkan dengan berlandaskan pada Al-Qur‟an, Hadist, dan 

kesepakatan ulama berkaitan dengan bagi hasil dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Dalam Islam, hal ini dapat ditempuh dengan berbagai 

cara diantaranya dengan melakukan akad. Namun demikian, banyak orang 

yang masih belum mengetahui hukum mengenai bagi hasil dalam 

                                                           
7
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: 

PT.RemajaRosdakarya, 2012), h. 2 
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mengelolanya. Akibatnya adalah adanya sebagian orang yang memilih 

mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang 

cepat atau instan meskipun itu dapat merugikan orang banyak. 

Salah satu sektor pertanian yang akan penulis teliti yakni Perkebunan 

Melonyang berada di Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara. Kebun milik pak Sutris memiliki luas tanah 4 

rante atau sekitar 1800 m denganjumlah 260 pohon. Praktik kerjasama 

pada perkebunan Melon yang diterapkan oleh masyarakat Desa Ratu 

Abung adalah sistem bagi hasil dimana dalam transaksi tersebut pemilik 

kebun melon menyerahkan lahannya kepada pengelola kebun melon 

dengan perjanjian pembagian hasil dimana pemilik kebun melon dan 

pengelola kebun melon secara lisan (tidak tertulis) tanpa saksi hanya 

didasari suka sama suka dan tanpa adanya prosedur hukum yang 

mendukung yaitu dengan kesepakatan 70% untuk pemilik dan 30% untuk 

pengelola kebun melon. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama 

kedua belah pihak. Pemilik kebun melon mengeluarkan modal seperti 

biaya perawatan, pembayaran listrik setiap bulan dan pengelola kebun 

melon hanya mengeluarkan banyak tenaga saja. Alasan pembagian hasil 

antara pemilik dengan pengelola karena pemilik kebun melon tidak bisa 

mengelola kebun melon sendiri karena sibuk dengan aktivitas lain. 

Dalam Muamalah, prinsip kerjasama salah satunya adalah keadilan. 

Keadilan dalam kerjasama ini adalah bagaiman para pelaku merasa saling 



6 
 

 
 

menguntungkan satu sama lain. Adil adalah nilai-nilai dara yang berlaku 

dalam kehidupan sosial dan nilai-nilai adil ini pusat yang orientasi dalam 

interaksi antar manusia. Jika keadilan ini dilanggar, maka akan terjadi 

ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Sebab suatu pihak akan 

dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain boleh memperoleh 

keuntungan, akan tetapi keuntungan ini hanya bersifat sementara saja. Jika 

sistem rusak karena keadilan telah dilanggar, karena seluruh masyarakat 

akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang, 

maka keadilan dalam kerjasama pada perkebunan melon harus berdampak 

kepada masyarakat yang bersangkutan yaitu dengan menjunjung tinggi 

nilai keadilan dalam bertransaksi. 

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas 

bagaimana sistem bagi hasil perkebunan melon dan menuangkannya 

dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem 

Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelola Kebun Melon (Studi di Desa 

Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung 

Utara)”. 

C. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka fokus 

penelitian ini adalah sebuah kajian yang memfokuskan pada sistem 

pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pemilik kebun melon pada 

pengelola dari bagian tinjauan Hukum Ekonomi Syari‟ah tentang status 

hukumnya. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka 

penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun 

me lon di Desa Ratu Abung? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang bagi hasil antara pemilik dan 

pengelola kebun melon di Desa Ratu Abung? 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dasar pemikiran yang telah penulis kemukakan pada 

latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dalam penulisan ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan kebun melon di 

Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung 

Utara 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil 

pengelolaan kebun melon di Desa Ratu Abung Kecamatan Abung 

Selatan Kabupaten Lampung Utara 

F. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara teoritis, yaitu berguna sebagai upaya menambah wawasan 

ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik 

kerjasama bagi hasil. 
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2. Secara praktis, yaitu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada 

Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berikut ini kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut: 

1. Ratih Apriliana Dewi (2017) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik 

Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi” 

Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

Penelitian ini menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap yang dilakukan di 

Dusun Bedeng Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian riset 

lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. 

Metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, interview 

(wawancara) dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan penulis 

menarik kesimpulan bahwa praktik musaqoh atau kerjasama bagi hasil 

perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap atau 

pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa 

saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak 

ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai 

pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil panen, tergantung 

dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap 
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kebun kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat 

(adat). Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi yang terdahulu 

adalah objek skripsi penulis melon sementara objek skripsi terdahulu 

adalah kopi. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama sama 

membahas tentang kerja sama dan bagi hasil.
8
 

2. Ferinda Tiaranisa (2018) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi 

Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola” Skripsi 

Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian riset lapangan (field 

research) yang dilakukan pada Cucian Mobil Kusuma Utama di Desa 

Bandung Baru. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang penulis gunakan adalah 

terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, angket danobservasi dari kedua belah pihak. Hasil 

penelitian yang dilakukan penulis terdahulu telah diperoleh 

kesimpulan bahwa untuk memastikan usaha tersebut maka dilakukan 

dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan 

telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu 

tertentu lainnya. Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi yang 

terdahulu adalah sistem pembagian hasil skripsi penulis yang 

dilakukan atas dasar suka sama suka dengan perbandingan 70% untuk 

                                                           
 

8
 Ratih Aprilia Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil antara Pemilik dan 

Penggarap Kebun Pada Petani Kopi”, Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2017. 
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pemilik dan 30% untuk pengelola kebun melon. Dan persamaan 

penelitian ini adalah sama sama membahas tentang bagi hasil.
9
 

3. Elin Dwi Pristiana (2021) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Sistem 

Bagi Hasil dalam Kerja Sama Budi Daya Madu Antara Pemodal 

dengan Pengelola” Adalah pembagian keuntungan yakni 60% untuk 

pemodal dan 40% untuk pengelola. Akan tetapi, pada praktiknya 

pembagian keuntungan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di 

akad awal. Praktiknya pembagian keuntungan setelah hasil panen 

terjadinya kerugian yang harus ditanggung oleh pengelola,yang 

mengakibatkan pembagian hasilnya berbeda dari akad diawal, yaitu 

pengelola hanya mendapatkan bagian 30% dan pemodal mendapatkan 

70%. Dalam hal ini praktik kerja sama yang terjadi di Desa Tempel 

Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran merupakan kerja 

sama yang tidak sah dan dilarang oleh Islam, berdasarkan ayat  Surat 

An-Naml : 14 yang artinya “dan Dialah yang menundukkan lautan 

(untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) 

darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu 

pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu 

mencari sebagian karunia-Nya, agar kamu bersyukur.” karena dalam 

pembagian keuntungannya tidak seperti yang diakadkan diawal. Dan 

                                                           

 
9
 Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik 

Cucian Mobil dengan Pengelola”, Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018. 
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persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang bagi 

hasil dan kerja sama.
10

 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang 

langkah- langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang 

berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil 

kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.
11

 Sedangkan 

penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah 

melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data 

berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab 

suatu permasalahan.
12

 Penelitian adalah proses yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan 

pemahaman kita pada suatu topik.
13

 Dari uraian diatas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan, 

pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa 

informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari 

permasalahan tersebut. Mengingat pentingnya metode penelitian untuk 

memecahkan kasus atau permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis 

akan menggunakan beberapa jenis penelitian, antara lain: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
                                                           
 

10
 Elin Dwi Pristiana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Sistem Bagi Hasil dalam Kerja Sama 

Budi Daya Madu Antara Pemodal dengan Pengelola”, Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2021. 

 
11

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h.79 

 
12

 Ibid. hal 3 
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2013), 

h.308 
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a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

(Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan 

masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi 

masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara. Di samping itu juga metode penelitian 

dalam proposal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-

kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati 

dari orang-orang yang diteliti. 

b. Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang telah ditentukan 

untuk dipaparkan atau dijelaskan.
11

 Penelitian deskriptif adalah 

suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia 

yang mencakup aktivitas, karakterisitik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan 

dengan fenomena lainnya. 
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2. Sumber Data 

 Sumber data terkait dengan siapa, apa, dan bagaimana informasi 

mengenai fokus penelitian yang diperoleh. Sumber yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu Sumber data atau data tangan pertama 

yang langsung diperoleh dari subyek penelitian dan diberikan 

langsung kepada peneliti.
14

 Dalam penelitian ini, data primer dapat 

diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini 

didapatkan dari objek yang diteliti secara langsung. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder, yaitu data tangan kedua atau sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada peneliti data, atau 

diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari 

subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder 

dalam penelitian ini menjadi literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CVOffset, 2014), h.48. 
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3. Populasi dan Sample 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai karateristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
15

 

 Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 7 orang 

dan sample 1 orang pemilik kebun melon dan 7 orang yang berkerja di 

kebun melon. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan 

data menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Wawancara  

 Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui 

interaksi verbal/lisan.
16 

Wawancara dalam penelitian ini melalui 

proses tanya jawab secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan- 

keterangan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

pihak yang terkait, yaitu pemilik kebun melon dan pengelola kebun 

melon di Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara. 

 

 

                                                           
 

15
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2017),80 

16
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifdan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013),h. 310 
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b. Observasi 

 Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.
17

 Dari pengertian 

mengenai observasi tersebut dapat diketahui bahwa adanya suatu ilmu 

pengetahuan tidak akan pernah tercipta tanpa adanya observasi. Oleh 

karena itu, observasi merupakan suatu langkah yang sangat penting 

dalam sebuah penelitian karena merupakan bagian dalam 

pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data secara 

langsung dari lapangan yang sangat berpengaruh sebagai penentu 

dalam perolehan data dan juga fakta sebuah penelitian. 

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan 

diteliti. Setelah mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, selanjutnya 

membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang 

penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan 

diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana. 

1) Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi 

menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga 

komponen yaitu: 

2) Place atau tempat, dimana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung. Tempat penelitian ini adalah kebun melon yang 

berada di Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara. 

                                                           
17

 Abu Achmadidan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2005), h. 85 



16 
 

 
 

3) Actor atau pelaku atau orang yang sedang memainkan peran 

tertentu, seperti pemilik dan pengelola kebun melon di Desa Ratu 

Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

4) Activity atau situasi sosial yang sedang berlangsung. Aktivitas yang 

diamati oleh peneliti yaitu kegiatan yang dilakukan selama proses 

penanaman buah melon. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 

patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

5. Teknik Pengolahan Data 

 Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, 

maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan 

teknik-teknik   sebagai berikut: 

a. Tahap Editing 
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  Editing (Pemeriksaan data) adalah meneliti data-data yang 

telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan 

tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data 

yang lain.
18

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses 

editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen 

terkait sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun melon 

di Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara. 

b. Verifying (Verifikasi) 

  Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi 

yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui 

dan digunakan dalam penelitian.
19

 

c. Classifying (Klarifikasi) 

Classifying adalah proses pengelompokkan semua data baik yang 

berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, 

pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. 

Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara 

mendalam,yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan 

dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang 

diperlukan oleh peneliti. Kemudian data- data tersebut dipilah 

dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data 

                                                           
18

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1993), h.104-

105 
19

 Lexy J.Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h.3 
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yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang 

diperoleh dari dokumen
20

 

d. Concluding (Kesimpulan) 

  Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses 

pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi 

sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut 

dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan 

data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: editing, classifying, 

dan verifying.
21

 

6. Teknik Analisis Data 

  Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data 

dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang- 

orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.
17

 Kemudian dianalisis 

menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang 

mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-

kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai 

fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat 

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang praktik kerja 

sama bagi hasil antar pemilik dan pengelola kebun melon. Hasil 

                                                           
20

 Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung Sinar Baru 

Argasindo, 2002), h. 84 
21

 SutrisnoHadi, MetodeResearch, Jilid1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi 

UGM,1981), h.36 
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analisanya dituangkan bab-bab yang telah dirumuskan dalam 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahas 

dalam penelitian ini dikelompokan dalam beberapa bab yang didalamnya 

memuat sub-sub pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari 

penegasan judul,  latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian dan sistematis pembahasan. 

Bab kedua membahas aspek Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi 

Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Melon, antara lain : yang 

pertama membahas tentang Akad Muzara‟ah, kedua tentang pengertian 

bagi hasil. 

Bab ketiga memuat tentang deskripsi objek penelitian yang 

berkaitan dengan menguraikan sejarah Kebun Melon Desa Ratu Abung 

dan Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik dengan pengelola kebun 

melon 

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi penulisan 

yang pertama, mengenai Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik 

Kebun Melon dengan Pengelola Kebun Melon Desa Ratu Abung 
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Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kedua yaitu 

mengenai Tinjauan Hukun Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara 

Pemilik Kebun Melon dengan Pengelola Kebun Melon Desa Ratu Abung 

Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

rekomendasi yang diberikan penulis. 

 



 
 

21 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Muzara’ah 

1. Pengertian Muzara‟ah 

 Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan  

dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang 

hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman, pendapat 

tersebut dikemukan oleh Al-Rafi‟I dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut 

Al-Qhadiabu Thayib bahwa muzara‟ah dan muqhabarah adalah satu 

pengertian. 

  Menurut bahasa, muzara‟ah atau Al-muzara‟ah mempunyai dua arti, 

yang pertama Al-muzara‟ah yang berarti Tharh Al-Zur‟ah (melemparkan 

tanaman), yang dimaksud adalah modal (Al-Hadzar). Makna yang kedua 

yaitu secara etimologis adalah makna yang hakiki berasal dari kata az-

zar‟u yang artinya penanaman atau pengelolaan. 

Secara terminologis, muzara‟ah merupakan kerja sama pengolahan 

pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, yang dimana pemilik 

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami d
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juga di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil 

panen.
22 

 
Dalam kitab al-umm, Imam Syafi‟I menjelaskan bahwa sunnah 

rosul menunjukkan dua hal tentang makna muzara‟ah yakni pertama : 

kebolehan bermamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan 

bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa 

pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat 

(pekerja) untuk dirawat sampai berbuah.    Namun sebelum kedua belah 

pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat 

tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun 

sedangkan yang lainya untuk pekerja. Kedua: ketidak bolehan muzara‟ah 

dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya 

kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh pengarap dengan tanaman 

lain.
 

 Definisi muzara‟ah tidak tunggal, banyak ulama memberikan 

penjelasan yang berbeda mengenai makna muzara‟ah. Menurut para 

ulama ada yang berpendapat bahwa Muzara‟ah sama dengan 

mukhabarah, menurut Hanafiyah, mukhabarah dan muzara‟ah hampir 

tidak bisa dibedakan, muzara‟ah menggunakan kalimat bi ba‟d al-kharij 

min alard, sedangkan dalam mukhabarah menggunakan kalimat bi ba‟d 
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 Dr.Mardani, Fiqh Ekonomi Islam(Cet. I; Jakarta: Kencana,2012) h. 204 
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ma yakhruju min al-arad, Menurut hanafiyah belum diketahi perbedaan 

tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah. 

 Menurut Dharin Nas, Al-syafi‟i berpendapat bahwa mukhabarah 

adalah menggarap tanah denagan apa yang dikeluarkan dari tanah 

tersebut. Sedangkan muzara‟ah adalah seorang pekerja menyewa tanah 

dengan apa yang dihasikan dari tanah tersebut. 

 Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah 

adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja 

dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara‟ah adalah pekerja 

mengelola tanah denagan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan 

modal dari pemilik tanah. 

 Berdasarkan dengan Imam Mawardi yang menyatakan bahwa 

mukhabarah sama dengan muzara‟ah. Yaitu menyewa tanah dengan 

ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata 

mukhabarah, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di khaibar. 

 Imam Taqiyuddin didalam kitab “kifayatul ahya” menyebutkan 

bahwa muzara‟ah adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami 

tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan 

mukhabarah adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian 

hasil yang keluar dari padanya. 

Afzalur Rahman mengatakan bahwa muzara‟ah yaitu sistem 

kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap 
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(pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang 

telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa setengah, sepertiga, atau 

seperempat dari petani penggarap sesuai dengan kesepakatan pada 

perjanjian dan pada umumnya pembayaran di berikan dalam bentuk hasil 

dari bumi.
23

 

 Secara sederhana dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan sistem bagi hasil yaitu “perjanjian pengolahan tanah, dengan 

imbalan sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.”
24

 

Menurut ahli lain, definisi dari sistem bagi hasil disebut dengan 

mukharabah yaitu satu pihak menyediakan modal lalu pihak lain 

memanfaatkannya untuk berbagai tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan 

bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang 

telah ditentukan.
25

 

 Berdasarkan beberapa pandangan yang dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil yaitu pembagian 

keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani 

penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak 

mempunyai kemampuan memproduktifkan lahannya, sehingga ia 

memberikan lahannya kepada orang lain untuk di produktifkan dengan 
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ketentuan bagi hasil atau mukharabah. Jika harta tersebut berupa tanah 

yang dipersewakan dengan sistem mukharabah, maka disebut muzara‟ah. 

Jika yang di pekerjakan berupa kebun, maka disebut dengan musaqa.
26

 

Muzara‟ah seringkali di identifikasi dengan musaqah dan juga 

mukharabah. Namun, diantaranya mempunyai perbedaan yaitu:
27

 

1. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan 

pengelola atau penggarap guna memelihara serta merawat kebun atau 

tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya berdasarkan 

kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. 

2. Muzara‟ah dan mukharabah memiliki pengertian yang sama, 

kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarapannya, 

akan tetapi yang di tekankan disini hanya mengenai bibit pertanian 

tersebut. Muzara‟ah bibitnya diperoleh dari pemilik lahan, lalu 

Mukharabah bibitnya diperoleh dari petani atau penggarap lahan 

pertanian tersebut yang diserahi lahan untuk digarap. 

2. Hukum Muzara‟ah 

 Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara‟ah, mengemukan rukun 

dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun 

muzara”ah menurut mereka adalah: (a) Pemilik tanah; (b) Petani penggarap; 

(c) Objek almuzaraah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani; dan 
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(d) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan. Islam mensyari‟atkan serta 

membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada 

manusia yang lainnya. Pada sebagian manusia terkadang mempunyai harta, 

namun ia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut 

menjadi lebih produktif. Hal tersebut pula menjadikan salah satu alasan 

dalam hukum islam untuk bermuamalah, supaya kedua belah pihak dapat 

mengambil manfaatnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-

Waqi‟ah ayat 63-64 yang berbunyi; 

َ َ أَفَ رَأَيْ تُمْ مَا تَْ  تَوَُ أَْ  حَُْْ  زّرارزعوُِ ََ   أ أَأَتْ تُمْ زَ رْعَوُ رُوُ  
 

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. 

kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang 

menumbuhkannya?”
24

 

Adapun dasar hukum yang di syari‟atkan pada muzara‟ah dalam 

Islam yaitu: 

1. Ayat-ayat yang berkenaan dengan  muzara‟ah, antara lain: Al-Qur‟an 

surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi: 

َ  تِِاَعةًَ وَْ   َْ نَكُمْ بِِّْبَاطِلِ زِلَارا زَْ  زَكُ ََزَّكُمْ بَ ي ْ ز زمَْ ز لََ تََْكُلاَُْ َْ يَ ُّهَا زارذِيَْ  زٓمَنُ  زَ رَزضٍ يٰآ
نْكُمْ ۗ وَلََ ز َ  َ كَاَ  بِكُمْ عحَِيْمًامِّ ز زتَْ فُسَكُمْ ۗ زِ ار زللّّٓ قْتُ لاَُْ  

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 
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Adapun dalam ayat lain dalam  yakni dalam  surat Al- Waqi‟ah ayat 

63-64: 

توَ َْ َْ َ  حَْْ ُ  زَ ْ  آ ٗ  ءَزتَْ تُمْ زَ رْعَوُ عوُِ زّرّٓ  
 “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.” 

 Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku 

tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan 

ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang 

membuatnya menjadi tanama yang tumbuh atakah kami yang 

menjadikannya begitu. 

   Ayat diatas menuntun umat manusia untuk menelusuri jalan 

Allah. Ini boleh jadi menjadikan sementara orang memberatkan 

dirinya dalam beribadah ataukah memberatkan orang lain. Ayat diatas 

mengisyaratkan hendaknya orang bersikap moderat, agar tidak 

memikul beban yang berat. Allah SWT yang maha bijaksana itu selalu 

mengetahui bahwa aku ada diantara kamu orang-orang berjalan 

dimuka bumi,bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk 

mencari sebagian karunia Allah. Baik keuntungan perniagaan atau 

perolehan ilmu. 

 Hadits yang berkaitan dengan muzara‟ah adalah hadits yang 

diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad 

SAW bersabda
28
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2. Ijma 

   Disyari‟atkan berdasarkan ijma‟ (kesepakatan) para sahabat dan 

berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehannya. 

Hal tersebut didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong 

menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal 

kemungkaran.
29

 Diantara ijma‟ dalam muzara‟ah, adanya riwayat 

yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak 

yatim untuk muzara‟ah. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat 

lainnya.
30

 Muamalah dalam bentuk muzara‟ah disepakati oleh ulama 

tentang kebolehannya. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah 

pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh 

Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian 

ditetapkan  setelah beliau menjadi Nabi Qiyas 

   Muzara‟ah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang 

untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin 

dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang 

mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin 

yang mau bekerja namun tidak memiliki modal. Oleh karena itu, 

dengan adanya muzara‟ah ditujukan antara lain untuk kemaslahatan 

manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.
31

 Dengan 
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kerjasama antara kedua belah pihak ini, maka kebutuhan masing-

masing dapat dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.
32

 

   Dasar disyari‟atkan Muzara‟ah yaitu hadist Nabi Shallallahu 

Alaihi Wa Sallam terdapat beberapa Hadish Shahih mengenai hal 

tersebut, diantaranya yaitu hadist dari Abdullah Ibnu Radhiyallahu 

„anhu, ia berkata: 

“Rasulullah Shallahu „alaihi wa sallam memperkerjakan penduduk 

khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya, yaitu berupa 

buah dan tanaman. (H.R. Imam Bukhari Muslim, Abu Daud dan An-

Nasai). 

   Ibnu Qudamah, pengarang Al-Mugni, mengutip pendapat abu 

Ja‟far Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib Radhiyallahu„anhum, 

dengan upah separuh hasil yang keluar darinya, “Kemudian diteruskan 

oleh Abu Bakar, Umar, Usman, Ali keluarga mereka hingga sekarang 

dengan bagian sepertiga,  seperempat. Dengan demikian tidak ada yang 

menyangkal sehingga statusnya menjadi ijma skuti (ijma diam), yaitu 

sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, oleh Ali, 

Ibnu Mas‟ud, Umar Ibnu Abdul Aziz, Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, 

Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Al-Husan, dan lain sebagainya.
33
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3. Rukun dan Syarat Muzara‟ah 

a. Rukun Muzara‟ah 

 Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara‟ah, mengemukan 

rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. 

Rukun muzara„ah menurut mereka adalah: (a) Pemilik tanah; (b) 

Petani penggarap; (c) Objek al muzaraah, yaitu antara manfaat tanah 

dan hasil kerja petani; dan (d) Ijab dan qabul secara lisan maupun 

tulisan. 

1) Aqidain (dua orang yang bertransaksi) yakni pemilik tanah dan 

pekerja/penggarap (muzari). 

2) Objek transaksi, yakni sesuatu yang disepakati dalam Muzara‟ah, 

meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing. 

3) Shighat, Muzara‟ah dianggap sah dengan semua lafal yang 

menunjukkan arti yang dimaksud (Akad).
34

 

b. Syarat Muzara‟ah 

 Adapun syarat-syarat pihak yang hendak melakukan akad 

muzara‟ah  yaitu: 

1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan dikelola kepada 

pihak yang mengelola. 
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2) Pengelola wajib terampil dalam bertani dan bersedia mengelola 

lahan yang diterimanya. 

3) Pemilik lahan harus menjelaskan jenis tanaman secara pasti dalam 

akad dan diketahui oleh pengelola. 

4) Pemilik lahan dan pengelola menentukan bagian hasil yang 

disepakati. 

 Syarat-syarat muzara‟ah tersebut meliputi syarat-syarat yang 

berkaitan dengan pelaku aqid, tanaman yang ditanam, hasil tanaman, 

tanah yang akan ditanam, objek akad, alat yang digunakan, dan masa 

muzara‟ah. 

1) Syarat Aqid 

a) Aqid harus berakal (mumayyiz). Oleh karena itu, tidak sah akad 

yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum mumayyiz 

karena akal merupakan syarat kecakapan (ahliyah) untuk 

melakukan tassaruf. Adapun baligh tidak menjadi syarat 

dibolehkannya akad . 

b) Aqid tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Hal 

tersebut disebabkan menurut Imam Abu Hanifah, tassaruf oleh 

yang murtad hukumnya ditangguhkan (mauqud). 

2) Syarat Tanaman 
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  Syarat yang berlaku untuk tanaman yaitu harus jelas 

(diketahui). Dalam hal ini harus jelaskan apa yang ditanam tetapi 

dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam 

tidak menjadi syarat muzara‟ah karena apa yang akan ditanam 

diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. 

3) Syarat hasil tanaman 

  Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. 

Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad muzara‟ah menjadi 

fasid. 

a) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu 

sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan mengakibatkan 

rusaknya akad. 

b) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang 

melakukan akad. Apabila diisyaratkan hasilnya untuk salah satu 

pihak maka akad menjadi batal. 

c) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisabnya), 

seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila 

tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena 

pembagian 

d) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara 

orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukanbahwa 
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bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya 

tidak sah.
35

 

4) Syarat Tanah yang akan Ditanami 

  Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah 

sebagai berikut: 

a) Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak 

layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut 

oleh karena muzara‟ah adalah suatu akad di mana upah atau 

imbalanya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila 

tanah tidak menghasilkan maka akad tersebut tidak sah. 

b) Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya 

tidak menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan 

akad. 

c) Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia 

mempunyai kebebasan untuk menggarapnya 

 

 

5) Syarat Objek Akad 
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  Objek akad dalam muzara‟ah harus sesuai dengan tujuan 

dilaksanakannya akad, baik menurut syara maupun urf. Tujuan 

tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil 

manfaat tenaga pengelola, dimana pemilik tanah mengeluarkan 

bibitnya 

6) Alat Akad 

  Alat akad yang digunakan untuk bercocok tanam, baik 

berupa hewan maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan 

menjadi tujuan akad jika alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad 

muzara‟ah menjadi fasid.
36

 

7) Syarat Masa Muzara‟ah
 

  Masa berlakunya akad muzara„ah yang di isyaratkan harus 

jelas dan ditemukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua 

tahun. Jika masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad 

muzara‟ah tidak sah. 

4. Macam-Macam Muzara‟ah  

Pada umumnya, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, mudharabah 

mutlaqah dan mudharabah muqayyadah yaitu: 
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a. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal 

dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 

b. Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari akad mudharabah 

mutlaqah dimana didalam kerjasamanya dibatasi dengan batasan jenis 

usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal dalam memasuki 

jenis usaha.
37

 

5. Hak-Hak dan Kewajiban dalam Muzara‟ah 

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling timbal balik dalam 

hubungan transaksi. Hak pada salah satu pihak yaitu kewajiban bagi 

pihak lain, begitu juga sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak 

bagi pihak lainnya. 

Dalam hukum Islam terdapat berbagai asas dari suatu kontrak 

(perjanjian). Asas tersebut berpengaruh pada status akad. Ketika asas 

tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya 

perjanjian yang telah dibuat. Asas-asas tersebut yaitu:
38 

a. Al-Hurriyah (Kebebasan) 

Asas ini adalah prinsip dasar hukum Islam dan juga merupakan 

prinsip dasar dari hukum perjanjian. Berbagai pihak yang melakukan 
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akad memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian (Freedom 

of making contract); baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan 

syarat yang lainnya, termasuk menetapkan berbagai cara penyelesaian 

jika terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini 

dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syari„ah Islam. 

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki 

dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk 

bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan syariah 

Islam. Demikian halnya dengan kebebasan dalam ekonomi yang 

merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap 

aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi, karena tanpa 

adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan 

hak dan kewajiban dalam kehidupan. 

Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam al-hurriyah (kebebasan) 

tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 256; 

تِ وَيُ ؤْمِْ ْۢ بِِللِّّٓ  َْ ۚ  فَمَْ  ياركْفُرْ بِِّطاراغُ يْ ِۗ قَدْ ز اربَ يَّارَ زّرُّشْدُ مَِ  زّْغَيِّ  لََا زكِْرَزهَ فِِ زّدِّ
يْعٌ وَلِيْمٌ  ُ سََِ وْ قٓى لََ زتْفِصَاَ  لََاَ وَۗزللّّٓ َُ  فَ قَدِ زسْتَمْسَكَ بِِّْعُرْوَةِ زّْ

b. Al-Musawah (Kesetaraan) 

   Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang 

melakukan sebuah perjanjian memiliki kedudukan yang sama antara 

satu dengan yang lainnya, sehingga pada saat menentukan hak dan 

kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan. 
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Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam almusawah (persamaan atau 

kesetaraan) tertuang dalam ketentuan QS. Al-Hujurat ayat 13; 

ز ۚ زِ ار  َْ لَ ّتَِ عَاعَفُ  بًِ وارقَ بَاۤىِٕ َْ ْ  ذكََرٍ وارزتُْ ثٓى وَجَعَلْنٓكُمْ شُعُ يَ ُّهَا زّناراسُ زِنَّار خَلَقْنٓكُمْ مِّ  يٰآ
رٌ  َ وَلِيْمٌ خَبِي ْ  زكَْرَمَكُمْ وِنْدَ زللِّّٓ ززَْ قٓىكُمْ ۗزِ ار زللّّٓ

  “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 Dari ketentuan QS. Al-Hujurat ayat 13 tersebut, Islam 

menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama 

di depan hukum (equality before the law), sedangkan yang 

membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya 

di sisi Allah SWT adalah derajat ketakwaannya. 

c. Al-„Adalah 

 Keadilan merupakan salah satu sifat Tuhan,  menekankan agar 

manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini 

dalam suatu akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut 

untuk berlaku benar dalam hal pengungkapan kehendak dan keadaan, 

memenuhi semua kewajibannya. 

Dalam sisi ekonomi, keadilan dapat juga dipahami sebagai konsep 

persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam 

masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan 
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ekonomi Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islamal-„adalah (keadilan) 

tertuang dalam ketentuan QS. Ar-Rahman ayat 9: 

رَز َ  ََزَْ  بِِّْقِسْطِ وَلََ تُُْسِرُوز زّْمِي ْ زَ زّْ  وَزقَِيْمُ
 Dari ketentuan QS. Ar-Rahman ayat 9 tersebut menunjukkan 

bahwa, nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama 

dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Hanya keadilan 

yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang 

ditetap dalam sistem Islam. Keadilan mempunyai makna yang dalam 

dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. 

Keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan utama semua tindakan 

manusia dalam kehidupan. 

d. Ar-Ridha (Kerelaan) 

 Semua transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara 

masing-masing pihak, hal tersebut sebagai prasyarat bagi terwujudnya 

semua transaksi. 

 Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam al-ridha (kerelaan) tertuang 

dalam ketentuan QS. An-Nisa ayat 29 ; 

 ََ ز زَمْ ز لََ تََْكُلاَُْ َْ يَ ُّهَا زارذِيَْ  زٓمَنُ  َ  تِِاَعةًَ وَْ  زَ رَزضٍ يٰآ َْ نَكُمْ بِِّْبَاطِلِ زِلَارا زَْ  زَكُ زَّكُمْ بَ ي ْ
َ كَاَ  بِكُمْ عحَِيْمًا ز زتَْ فُسَكُمْ ۗ زِ ار زللّّٓ نْكُمْ ۗ وَلََ زَ قْتُ لاَُْ  مِّ

  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
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kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 Dari ketentuan QS. An-Nisa ayat 29 tersebut, kata suka sama suka 

menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian khususnya di 

lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan kepada asas atau 

nilainilai kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas. 

e. Ash-Shidq (Kejujuran) 

   Kejujuran merupakan salah satu nilai etika yang mendasar dalam 

Islam. Islam secara tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam 

apapun. Nilai kejujuran tersebut memberikan pengaruh pada berbagai 

pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, serta 

melakukan pemalsuan. 

Dasar hukum mengenai Asas atau nilai-nilai Islam ash-shidq 

(kebenaran dan kejujuran) terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 70; 

َْلًَ سَدِيْدًز   ز قَ  َُّْ َْ َ وَقُ  زَ زللّّٓ زَ زز ارقُ يَ ُّهَا زارذِيَْ  زٓمَنُ  يٰآ
     Dari ketentuan QS. Al-Ahzab ayat 70 tersebut, menegaskan bahwa 

setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, terlebih lagi 

dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain. Sehingga faktor 

kepercayaan (trust) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya 

suatu perjanjian atau akad. Jadi, nilai-nilai ash-shidq (kebenaran dan 

kejujuran) harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari nilai-
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nilai ash-shidq (kebenaran dan kejujuran) ini akan memunculkan 

efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. 

f. Al-Kitabah (Tertulis) 

   Akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan 

perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Selain itu, perlu 

adanya pihak saksi (syahadah), rahn (gadai untuk kasus tertentu), dan 

prinsip tanggung jawab individu. 

Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam al-kitabah (tertulis 

terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 82; 

كَ زَصْحٓبُ  ىِٕ
ۤٓ
لِحٓتِ زوُّ زَ زّصّٓ ز وَوَمِلُ َْ هَا خٓلِدُوْ َ وَزارذِيَْ  زٓمَنُ  زلْْنَارةِ ۚ ىُمْ فِي ْ  

 “Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu 

penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.” 

 dari ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 82 tersebut jelas 

mengisyaratkan agar suatu perjanjian atau akad yang dilakukan antara 

bank syariah dan nasabah harus benar-benar berada dalam kebaikan 

bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan perjanjian atau akad 

hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn 

(gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu. 

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban antara lain: 

a. Ijab dan Qabul. Ijab qabul harus jelas, selaras, dan tidak terhalang 

suatu hal yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya suatu 
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kontrak. Ijab qabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, dan 

juga perbuatan. 

b. Pelaku Kontrak („aqidain). Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, 

baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas 

(rusyd) dan mempunyai wewenang terhadap objek kontrak. 

c. Objek akad (maqud „alaih). Secara umum, objek kontrak harus ada 

atau terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam 

serta dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Namun, dikecualikan 

dalam hal istishna‟, dan ijarah, karena pertimbangan maslahat dan 

telah menjadi „urf. 

d. Akibat hukum kontrak (maudhu‟ „aqd). Harus sesuai dengan prinsip- 

prinsip syari‟ah. 

6. Hal-Hal yang Dilarang dalam Muzara‟ah 

Dalam Muzara‟ah yang dilarang salah satunya yaitu apabila bagian 

tersebut ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu 

yang mana hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk pengelola 

atau dipotong secukupnya. Dalam keadaan seperti itu, maka dianggap fasid 

karena mengandung gharar serta dapat membuat perselisihan. Al-Bukhori 

meriwayatkan dari Rafi‟ bin al Khudaij, berkata: “Dahulu kami termasuk 

orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu 

kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut pemilik 
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tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberikan 

untung. Lalu kami dilarang
39

 

Selain itu, hal-hal berikut juga dilarang dalam Muzara‟ah yaitu: 

a. Perjanjian yang menetap sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan 

kepada pemilik lahan, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa 

apapun dan berapapun nanti hasilnya, pemilik lahan tetap menerima 

lima atau sepuluh mound dari hasil panen. 

b. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalnya bagian utara 

atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik lahan. 

c. Penyerahan lahan kepada seseorang dengan syarat lahan tersebut akan 

tetap menjadi miliknya apabila sepanjang pemilik lahan masih 

menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya ketika 

pemilik lahan menghendaki. 

d. Ketika petani dan pemilik lahan sepakat untuk membagi hasil lahan 

namun satu pihak menyediakan bibit dan pihak lainnya menyediakan 

alat-alat pertanian. Misalkan pihak pertama pemilik lahan, pihak 

kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab 

atas alat-alat pertanian. 

e. Adanya hasil panen yang lain (selain daripada yang ditanam di ladang 

tersebut) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil 

pengeluaran lahan 
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7. Batal atau Berakhirnya Muzara‟ah 

  Menurut para fiqh, suatu akad muzara„ah menjadi batal disebabkan 

oleh hal-hal berikut
40

: 

a. Pada masing-masing pihak menyatakan akad batal. Pada perjanjian 

kerjasama sistem bagi hasil, akad muzara‟ah tersebut dikatakan batal 

atau berakhir ketika pekerja bertindak hukum terhadap modal yang 

diberikan oleh pemilik modal, atau pemilik modal menarik kembali 

modalnya. 

b. Salah seorang yang berakad telah kehilangan kecakapan bertindak 

hukum, seperti gila atau lupa ingatan. 

c. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum di manajemen oleh 

pekerja atau pengelola modal. Demikian pula dengan akad muzara„ah 

yang batal jika modal dibelanjakan oleh pengelola modal sehingga 

modal tersebut tidak ada yang tersisa. 

  Akad dikatakan batal jika pemilik modal ataupun pengelola 

meninggal dunia. Jika pemilik modal meninggal dunia, maka muzara‟ah 

menjadi fasakh. Jika muzara„ah menjadi fasakh maka pengelola modal 

tidak berhak mengelola modal muzara„ah lagi. Apabila pengelola modal 

masih menggunakan modal tersebut, dan mengetahui pemilik modal telah 

meninggal dunia dan memakai modal tersebut tanpa seizin ahli warisnya, 

maka perbuatan tersebut ghasab (memakai barang tanpa izin). Pengelola 
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modal wajib mengembalikan (menjaminnya, lalu apabila modal itu 

menguntungkan maka keuntungannya dibagi dua). 

  Apabila muzara„ah telah batal, namun modal berbentuk barang 

dagangan, pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya 

karena itu merupakan hak kedua belah pihak. Mazhab Syafi„i dan Hambali 

menjelaskan bahwa jika pengelola modal setuju terhadap penjualan 

sedangkan pihak pemilik modal tidak mau menjual, maka pemilik modal 

dipaksa menjual karena pengelola modal memiliki hak dalam hal 

keuntungan dan keuntungan tersebut tidak dapat diperoleh kecuali dengan 

cara menjualnya 

8. Prinsip-Prinsip dalam Muzara‟ah 

Pada umumnya, muzara„ah yaitu sub sistem dari musaqah. Akan 

tetapi, para ahli fiqh Islam meletakkan muzara‟ah pada posisi tersendiri 

serta memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur‟an 

maupun dari sunnah. Prinsip muzara‟ah merupakan prinsip bagi hasil, yaitu 

perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. 

Pada perjanjian tersebut pemilik modal bersedia untuk membiayai 

sepenuhnya pada suatu proyek atau usaha, dan pengusaha setuju untuk 

mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil yang sesuai dengan 

perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan serta 

melakukan pengawasan. Jika usaha yang diawasi mengalami sebuah 

kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik 
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modal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau 

penyalahgunaan pengusaha. Jika terjadi kerugian yang merupakan 

konsekuensi dari bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka 

kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemberi 

modal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian.
41

 

Adapun prinsip-prinsip muzara‟ah dalam muamalah Islam yaitu 

a. Prinsip kebolehan melakukan akad Muzara‟ah 

 Artinya adalah akad muzara„ah tersebut dibenarkan oleh Al-

Qur‟an dan sunnah Rasul. Dalam muzara‟ah harus tetap berpegang 

teguh pada ketentuan syari„at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada 

landasan hukum muzara‟ah (Al-Qur‟an dan Sunnah). Muzara‟ah 

dibolehkan karena mempunyai manfaat bagi orang banyak, terutama 

bagi kaum lemah serta pengusaha tidak dikenakan tanggungan 

terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas 

dalam artian kerugian itu dikarenakan konsekuensi dari bisnis.
42

 

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan 

   Akad muzara„ah mencerminkan suatu kerelaan dalam hal 

bekerjasama, maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad 

tersebut dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad muzara‟ah bertujuan 

untuk membantu kehidupan kaum yang lemah, bukan semata-mata 

                                                           
41
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mencari keuntungan, bukan juga salah satu cara untuk mengeksplortir. 

Oleh karena itu, dalam bentuk kerjasama ini dituntut adanya 

kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan 

pemilik modal.
43 

c. Prinsip mendapatkan manfaat dan menolak kemudharatan 

   Pada umumnya, kebutuhan kerjasama antara satu pihak dengan 

pihak yang lain untuk meningkatkan taraf hidup khususnya dalam 

modal, namun tidak dapat mengelola modal tersebut, serta 

berkeinginan membantu orang lain dengan jalan mengalihkan modal 

yang ia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan juga mampu 

mengelola modal tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama 

antara yang memiliki modal dan orang yang tidak memiliki atau 

kekurangan modal. 

  Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad 

muzara„ah ini sangat terasa ketika bisa membantu untuk menunjang 

kehidupan sehari-hari yang memiliki keahlian namun tidak memiliki 

modal untuk melakukan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan. 

9. Berakhirnya Akad Muzara‟ah 

 Suatu akad berakhir apabila: 

a. Jangka waktu yang telah disepakati berakhir, tetapi apabila jangka 

waktunya telah habis, dan panen belum dilaksanakan karena belum layak 
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panen, maka ditunggu hingga panen selesai meskipun sudah jatuh 

tempo. 

b. Mazhab Hanafi dan Hambali menjelaskan bahwa, apabila salah satu 

seorang yang berakad wafat, maka akad muzara‟ah berakhir. Tetapi, 

Mazhab Maliki dan Syafi„i berpendapat bahwa akad tersebut tidak 

berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya. 

c. Terdapat „uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat 

melakukan akadnya tersebut, yaitu: 

1) Pemilik kebun sakit atau bepergian ke tempat yang jauh yang tidak 

memungkinkan lagi untuk ia melaksanakan tugasnya sebagai petani. 

2) Pemilik kebun tersebut terlibat hutang yang menyebabkan lahan 

tersebut harus dijual 

 Akad muzara‟ah berakhir dengan kematian pihak yang 

mengadakan akad atau atas permintaan salah satu pihak yang belum 

panen atau pengelola jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaan. Bila 

kerjasama berakhir sebelum masa panen, maka yang diterima pengelola 

adalah upah. 

B. Bagi Hasil Dalam Hukum Islam 

 

 a. Pengertian Bagi Hasil 

 

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi 

tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola 

dana, sesuai dengan kesepakatan bersama antar pihak. Menurut 

antonio, bagi hasil adalah semua sistem pengolahan dana dalam 
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perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik 

modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).
44

 

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar 

istilah bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah profit 

sharing atau revenue sharing. Profit sharing menurut etimologi 

Indonesia adalah bagi keuntungan, dalam kamus ekonomi diartikan 

pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul 

ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. 

Secara definitif profit sharing adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering 

dipakai ialah profit and loss sharing, dimana hal ini dapat 

diartikan sebagai.pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan 

yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.
45

 

Sistem Profit and loss sharing dalam pelaksanaannya 

merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal 

(shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dalam 

menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya 

akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat 

keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah 
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kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula mengalami kerugian 

akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. kerugian bagi 

pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara 

utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak 

mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah 

dilakukannya. 

Selain profit sharing, dalam dunia perbankan syariah juga 

dikenal istilah revenue sharing. Revenue sharing berasal dari bahasa 

Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti hasil, 

penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari 

share yang berarti bagi atau bagian. Jadi revenue sharing adalah 

pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Revenue sharing 

pada perbankan Syariah dapat diartikan perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum . 
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Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik 

perbankan Syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu 

alternatif yang dikembangkan untuk menggantikan mekanisme 

bunga atau riba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 

Mekanisme bagi hasil merupakan core product bagi Islamic 

financial institusional, seperti Islamic Banking. Sebab Islamic 

Banking melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi 

keuangannya 

Pembahasan sistem bagi hasil dalam penelitian ini adalah 

sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil keuntungan dari 

usaha atau kerjasama perusahaan Go-Jek dengan drivernya. 

Pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

berdasarkan suatu kontrak perjanjian di awal driver menjadi mitra 

Go-Jek dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam
46

. 

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat 

dilakukan dalam empat akad utama yaitu, akad mudharabah, 

musyarakah, muzarra‟ah, dan musaqah. Walaupun demikian prinsip 

yang paling banyak dipakai adalah mudharabah dan musyarakah. 

Karena kedua produk tersebut biasanya tergolong sebagai kontrak 

bagi hasil kerjasama. Sedangkan muzara‟ah dan musaqah 

digunakan khusus untuk pembiayaan dalam pertanian. 

Pada mekanisme bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku 
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untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh 

ataupun sebagian,atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-

pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melakukan 

transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Agar menciptakan 

keadilan antara kedua belah pihak. 

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional 

antara shahibul maal (pemilik modal) dengan mudharib (pengelola 

modal). Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan 

dengan bisnis bukan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak. 

Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dengan 

pengelola modal sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya 

dan disebutkan dalam perjanjian awal.
47

 

Inti mekanisme sistem bagi hasil pada dasarnya adalah terletak 

pada kerjasama yang baik antara shahibul maal (penyedia modal) 

dengan mudharib (pengelola). Kerjasama dalam Islam adalah suatu 

bentuk tolong menolong yang diperintahkan selama kerjasama 

berlangsung adil dan tidak menimbulkan dosa dan permusuhan, itu 

merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Melalui 

sistem bagi hasil kedua belah pihak yang bermitra tidak akan 

mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit and 

loss sharing dari proyek kerjasama yang disepakati bersama.
48
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2. Manfaat  Bagi Hasil 

     Alasan sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan 

tidak menggunakan sistem bunga, karena bagi hasil akan 

menciptakan beberapa hal sebagai berikut :
49

 

 Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan 

yang tidak merata. 

1) meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial. 

 

2) Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan 

kerja produktif sehari-hari dari masyarakat. 

3) Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga 

terjadi proses yang kuat membantu yang lemah. 

4) Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling 

ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak 

mungkin berdiri sendiri. 

Melalui kerjasama sistem bagi hasil yang disebutkan di atas 

menunjukan bahwa bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan 

ekonomi yang merata. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana 

dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut 

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan 

didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan 

porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai 
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kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di  
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